BURATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4o TAHUN 2016

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STAF AHLI
BUPATI SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGA]I,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan -dalam Pasal 4

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Staf Ahli Bupati
Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 } ;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200 8 Nomor 151,
rI‘ambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

D

4346);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
“ [Perbenchharaan Negara {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
/{6 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientczng
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
‘Pemerintah+ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460}
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana {Lembaran Negara Republik

JQZW; ,«,;I Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
T Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );

f‘ % Ss ,;6 } 6.iUndang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
i g_ 5 5’1 ‘Penanaman Modal (Lembaran Negara Kepublik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
' Republik Indonesia Nomor 5038);
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negare
jRepubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon.esia
Nomor 5049 );

9. Undang-Und ang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Neg¢ ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5494);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587
sebagaimana telah diubah kedua -kalinya dengan

RAs el Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembs ran
INegara Republik Indonesia Tahun 2015 nomwor 358,
Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia Nomor
5679);

il.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 rtentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraar:
Pemerintahan Daerah{ Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 200INomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090j);

12.Peraturan Pemermtah Nc:rqol 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan "Layanan Umum [ Lemoafar
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lemoaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
4500) "'..;"' ‘,&*

13 'Pe uran Pem el ri ntah Nomor 79 ’I‘ahun 2005 tentang
“*Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraar:

¢
o

L Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam baharn
iL b ar an Negara Republik Indonesia Nomor 4593 };
14./Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 temang
| Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
ﬁﬁ Talun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4826},
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang
ldlSlphn Pegawai Negeri Sipil { Lembaran Negara
'Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahar:
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5135 };

o, Fannk /‘@ Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
e’/ m

3

16. IPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
eg ara Republik Indnesia  Tahun 2016 Nomor 114};

17 ]Peraturan Daerahi Kabupaten Serda_ng Bedagai Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembeniukan Perangkat Daerah
lKabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Tehun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
:1370);




MEMUTUSKAN :

Nenetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNGS! JABATAN STAF AHLI BUPATI SERDANG
BEDAGAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah K bupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintahan Dagerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
olen Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonori
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagmmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indones¥a Tahun 1945.

3. Pemerintah Dael 1ih adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Peynerintahan Daerah.

Bupat: adalah Bupati Serdang Bedagali.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati/wali kota

dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam

penyelenggaraan | Urusan Pemerintahan yeng menjadi kewenangan

Daerah kabupaten.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presxden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, membefda‘yakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemermtﬁahan Wajb adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

1C. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
men jadi Pewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

11. Ray Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

rga negara.

1s Dderagh adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang
Beagai va ng selanjutnya disebut Sekdakab.

13. Staf A i adalah [Staf Ahli Bupati sesuai bidang keahliannya di luar

tugas fungsi Perangkat Daerah.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan atau keterdmpﬂcm
persomi akan dxtetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

oo




BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 2
(1) Staf Ahli Bupati sg¢laku perangkat daerah menyusun rincian tugas darn
fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
yang berlalcu.
(2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
-.{1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Jabatan Staf Ahli Bupati Serdang Bedagai.

Pasal 3
(1) Rincian Tugas. dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir dalam:
Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tuges
dan fungsi Staf Ahli Bupati Serdang Bedagai.
{2) Rincian Tugas dé}n Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir daeam
Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
a. rincian tugas (%ian fungsi jabatan staf ahli bidang pemerintahan,
hukum dan politik;
b. rincian tugas dan fungsi jabatan staf ahli bidang perekonomian,
pembangunan dan keuangan;
c. rincian tugas dan f ungsi jabatan staf ahli bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

Pasal 4
Rincian "Tugas darn ' Fungsi Jabatan sebagaimana tercantum dalamn:
Lamp iran g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasald
Dengan bériakunya Peratb.ran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rincian 1ugas dan Fungsi Jabatan
Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;, dicabut dar:
dinyatakan tidak berlaku lagi.




Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ifni dengan  penempatannya dalam Berita Daerai:
Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 DesemneR 2ole

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Vo

H. SOEKIRMAN

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN
NOMOR 40




